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Amar Putusan . Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 20 April 2022.

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional
dirugikan secara aktual dengan diberlakukan peraturan tentang Peradilan Ulangan di Jawa
dan Madura, yaitu terampas hak asasi Pemohon karena tidak adanya kepastian hukum
mengenai tenggang waktu pengajuan kontra memori banding sehingga menimbulkan
ketidaksamaan di depan hukum antara pembanding dan terbanding;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena Pemohon menguji Undang-Undang,
in casu Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili dan memutus Permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat
menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD
1945 dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang diajukan dalam
permohonan pengujian a quo, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat
tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54UU MK.

Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang tidak mengatur
tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori
banding pada pengadilan tingkat banding telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.
Kewajiban untuk memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4)
UUD 1945. Pengaturan demikian tidak selaras dengan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 karena
tidak adanya ketentuan secara tegas mengenai maksud jangka waktu 14 hari dalam Pasal a
quo apakah merupakan jangka waktu hanya untuk menyatakan pernyataan banding atau
juga termasuk seluruh pemenuhan berkas untuk beracara di Pengadilan Tinggi.



Terhadap permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa
secara normatif ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang menyatakan
“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan
oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu,
kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari,
terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”,
hanya memberikan batas waktu kepada pemohon banding untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan ulangan (banding) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari
berikutnya setelah putusan diucapkan/diberitahukan kepada para pihak. Tenggang waktu
tersebut diberikan agar ada kepastian hukum bagi pemohon banding, baik itu penggugat
maupun tergugat/turut tergugat. Demikian halnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 20/1947
dihubungkan dengan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana dan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009, juga hanya mengatur berkenaan dengan batas waktu pengajuan
permohonan pemeriksaan banding atau ulangan. Artinya, apabila putusan pengadilan tingkat
pertama setelah diucapkan atau diberitahukan tidak ada permintaan untuk dilakukan
pemeriksaan banding atau ulangan, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Berkenaan dengan proses pengajuan permohonan banding yang dipersoalkan oleh
Pemohon harus dipersyaratkan adanya pembatasan waktu dalam mengajukan memori
banding bagi pemohon banding dan kontra memori banding bagi termohon banding hal
tersebut tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik perkara banding yang esensinya
perkara yang masih dapat dinilai oleh pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan dari aspek
fakta-fakta hukum maupun dalam tataran praktik termasuk penerapan hukumnya. Artinya
pengadilan tinggi sebagai pengadilan ulangan mempunyai kewenangan untuk menilai fakta-
fakta hukum maupun penerapan hukum tanpa tergantung dari materi keberatan atas
putusan pengadilan tingkat pertama dari pemohon banding. Dengan demikian, karena
pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan masih mempunyai kewenangan sebagaimana
pengadilan tingkat pertama (sebagai judex factie), maka hal ini merupakan alasan filosofis
dan ratio legis bahwa memori banding dan kontra memori banding tidak dijadikan syarat
formil dalam pengajuan permohonan banding. Dengan kata lain, pengadilan tinggi sebagai
pengadilan ulangan baik ada maupun tidak ada memori dan kontra memori banding memiliki
kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada untuk memutus perkara banding
yang diajukan. Lebih dari itu, kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum diberikan kepada
pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan adalah bentuk pengejawantahan dari sistem
peradilan di Indonesia yang menganut stelsel berjenjang, yang di dalamnya terkandung
fungsi pengawasan, atas putusan pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan
di bawahnya.

Dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila dalam
mengajukan permohonan banding diberlakukan syarat adanya pembatasan tenggang waktu
penyerahan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon, maka hal tersebut dapat berakibat hukum memori banding dan kontra memori
banding berubah menjadi syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon banding maupun
termohon banding. Sebab, pembatasan waktu demikian tidak dapat dipisahkan dari implikasi
yuridis terhadap perkara yang dimohonkan pengajuan banding dipandang belum memenuhi
syarat formil dikarenakan tergantung ada atau tidak ada memori banding dan kontra memori
banding. Lebih dari itu, pembatasan waktu mengajukan memori banding dan kontra memori
banding tanpa adanya sanksi apabila melewati tenggang waktu yang ditentukan maka hal
tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, menjadikan
memori banding dan kontra memori banding seolah-olah menjadi syarat formil dalam
mengajukan permohonan banding dapat menggeser kewenangan pengadilan tinggi atau
pengadilan ulangan menjadi kehilangan karakter sebagai pengadilan judex factie dan hal
tersebut jelas bertentangan dengan aspek filosofis dan ratio legis.



Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai ketiadaan jangka waktu upaya
hukum banding, dalam hal ini penyerahan kontra memori banding, menunjukkan kelemahan
hukum acara perdata saat ini yang sudah tidak mampu lagi mengikuti kebutuhan dan
perkembangan zaman sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, upaya hukum banding tanpa
adanya syarat formil yang harus disertai dengan memori banding dan kontra memori
banding justru akan mempercepat penyelesaian proses pengajuan permohonan banding
kepada pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan. Sebab, pengajuan permohonan banding
berkas perkaranya dapat segera dikirim oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan
tingkat banding atau pengadilan ulangan tanpa tergantung syarat ada atau tidak adanya
memori banding dan kontra memori banding. Dengan demikian, hal ini justru
mengaktualisasikan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman karena dimulainya pemeriksaan di tingkat banding tidak
tergantung ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori banding. Dengan
demikian, jika pemeriksaan banding telah berjalan, kemudian pengadilan tinggi menerima
memori banding dan/atau kontra memori banding maka memori banding dan/atau kontra
memori banding tersebut turut dipertimbangkan, sepanjang permohonan pemeriksaan
banding belum diputus. Sedangkan, persoalan yang dialami oleh Pemohon dan menjadi
bagian dari dalil Pemohon, yaitu adanya penyerahan kontra memori banding dari terbanding
setelah 3 (tiga) bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding maka tanpa
bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, kontra
memori banding tersebut menjadi kewenangan pengadilan tinggi di mana permohonan
banding (pemeriksaan ulangan) diajukan untuk menilainya atau mempertimbangkannya.
Namun demikian, apapun penilaian pengadilan tinggi terhadap penyerahan kontra memori
banding setelah 3 (tiga) bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding,
sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi
norma dan bukan berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1)
UU 20/1947.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 7 ayat (1)
UU 20/1947 telah ternyata memberikan kepastian hukum, pengakuan, pemenuhan, dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara,
sebagaimana tertuang dalam Pasal 28| ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil
Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

Terhadap permohonan a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



